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ABSTRAK

M. Rofiul Himam, NIM 1520078, 2025, “Konfigurasi Politik Dan Karakter Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara”. Skripsi
Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H
Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing skripsi : Ayon Diniyanto, M.H.

Penelitian ini mengkaji konfigurasi politik dan karakter produk hukum dalam
pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang merupakan revisi dari
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Fokus penelitian terletak pada bagaimana
dinamika kekuasaan dan arah politik memengaruhi substansi regulasi pertambangan,
serta akibat hukumnya terhadap tata kelola sumber daya alam dan otonomi daerah.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan mengkaji peraturan
perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konfigurasi politik pada saat pengesahan Undang
Undang Minerba cenderung otoriter, yang ditandai oleh dominasi eksekutif dalam
proses legislasi, minimnya partisipasi publik, serta sentralisasi kewenangan yang
mengabaikan prinsip desentralisasi. Hal ini menghasilkan karakter produk hukum yang
ortodoks dan elitis, dengan ciri pembentukan yang sentralistik, substansi hukum yang
positivistik-instrumentalis, serta norma-norma yang multitafsir. Akibat hukum dari hal
ini adalah melemahnya peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan,
terbatasnya ruang demokrasi hukum, serta meningkatnya potensi konflik agraria dan
lingkungan di daerah.

Penelitian ini merekomendasikan revisi Undang Undang Minerba dengan pendekatan

yang lebih partisipatif dan responsif, serta peneguhan kembali prinsip keadilan ekologis

dan desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Kata Kunci: konfigurasi politik, produk hukum, Minerba, otoriter, ortodoks,

desentralisasi.
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ABSTRACT

M. Rofiul Himam, Student ID 1520078, 2025, “The Political Configuration and Legal
Character of the Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2020 on the Amendment
to Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining.” Undergraduate Thesis,
Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Thesis Advisor: Ayon Diniyanto, M.H.

This study examines the political configuration and legal character of the formation of
Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining
(Minerba Law), which revises Law Number 4 of 2009. The research focuses on how
power dynamics and political orientation influence the substance of mining regulation
and the resulting legal implications for natural resource governance and regional
autonomy. The study adopts a normative-juridical approach by analyzing statutory
regulations, legal doctrines, and relevant court decisions.

The findings indicate that the political configuration during the enactment of the
Minerba Law tends to be authoritarian, marked by executive dominance in the
legislative process, limited public participation, and centralized authority that neglects
the principle of decentralization. This situation results in a legal product with an
orthodox and elitist character—centralized in its formation, positivist-instrumentalist in
substance, and containing broadly interpretable norms. The legal consequences include
the weakening of local governments’ roles in mining governance, limited space for legal
democracy, and increased potential for agrarian and environmental conflicts in affected
regions.

This study recommends a revision of the Minerba Law using a more participatory and
responsive approach, as well as reaffirming the principles of ecological justice and

decentralization as mandated by the Constitution.

Keywords: political configuration, legal product, Minerba, authoritarianism, orthodoxy,

decentralization.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu instrumen yang digunakan oleh negara untuk mengatur
pengelolaan sumber daya alam adalah melalui hukum, termasuk Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
(UU Minerba).Pengaturan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia tidak
hanya terbatas pada aspek eksplorasi dan eksploitasi semata, melainkan juga
terkait dengan politik hukum yang mencakup hubungan antara pemerintah
pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam yang tertuang dalam
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 A ayat 1 “Hubungan wewenang
antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan
kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-
undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”.

Ayat 2 “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber
daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras
berdasarkan undang-undang.”'. Namun, pada kenyataannya Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

! Isin Engin F. and others, ‘Undang-Undang Dasar Negara Revoblik Indonesia Tahun 1945°,
Mahkamah Konstitusi, 2002, pp. 1-36.



Undang Undang Minerba ini terjadi perubahan yang salah satunya
tentang kewenangan dalam penguasaan mineral dan batu bara oleh negara.
Jika melihat terkait pengaturan pada Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Penguasaan mineral dan batubara oleh
negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah”, Undang-Undang Minerba yang
baru diubah pada Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
bahwa “Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara. Sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang ini”, dengan terbentuknya Undang-
Undang Minerba yang baru tersebut, mencabut kewenangan pemerintah
daerah untuk melakukan perizinan dan pengawasan wilayah pertambangan
sehingga dengan Undang Undang Minerba yang baru ini mengambil
kewenangan yang sebelumnya dimiliki pemerintah daerah sebagian besar
akan diambil alih oleh pemerintah pusat yang termuat dalam Pasal 169 C
huruf g 2.

Undang Undang Dasar 1945, Indonesia menerapkan prinsip
desentralisasi dalam menjalankan pemerintahannya. Desentralisasi,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, merupakan pengalihan wewenang pemerintahan dari
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan asas
otonomi. Kebijakan pertambangan mineral dan batu bara juga menjadi

bagian dari prinsip desentralisasi ini. Meskipun begitu, kebijakan

2 Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020,” Pemerintah
Republik Indonesia, 036360, 2020, hal.112.



desentralisasi tidak menghilangkan peran pemerintah pusat dalam
penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, dalam penerapan
kebijakan perizinan yang berbasis desentralisasi, pemerintah pusat dan
daerah tetap berhubungan untuk mencapai tujuan bersama’

Perubahan tersebut pasti akan berdampak pada struktur negara,
karena otoritas pemerintah daerah akan dikurangi, yang membatasi
kemampuan mereka untuk mengatur wilayah mereka sendiri. Oleh sebab itu,
diperlukan kajian mengenai perubahan kewenangan serta dampaknya
terhadap masyarakat setelah berlakunya Undang-Undang Minerba. Hal ini
menyebabkan masyarakat daerah yang terdampak oleh aktivitas
pertambangan merasa dirugikan oleh pemerintah pusat, karena hak dan
kewajiban mereka dibatasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara. Penulis meneliti permasalahan ini atas
latar belakang yang telah dibuat dengan judul “Konfigurasi Politik Dan
Karakter Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang

Pertambangan Mineral Dan Batubara”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa

permasalahan diantaranya :

3 Novita Eka Utami, ‘Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan
Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral Dan Batubara’, Jurnal Lex Renaissance, 8.2
(2023), pp. 36078, doi:10.20885/jIr.vol8.iss2.art10.



1.

Bagaimana konfigurasi politik dan Karakter Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan
Batubara ?

Bagaimana akibat hukum konfigurasi politik dan Karakter Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

Mineral Dan Batubara ?

C. Tujuan Penelitian

1.

Menjelaskan konfigurasi politik dan karakter Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan
Batubara.

Menganalisis akibat hukum dari konfigurasi politik dan karakter
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang

Pertambangan Mineral Dan Batubara

D. Kegunaan Penelitian

Apabila tujuan tersebut tercapai, diharapakan melalui penelitian ini dapat

bermanfaat serta berkontribusi secara :

l.

Kegunaan Teoritis, dapat dijadikan sebagai pengembangan terhadap ilmu
pengetahuan dibidang hukum tata negara, khususnya terkaithak warga

negara atas lingkungan yang baik dan sehat.



2. Kegunaan Praktis, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi
pembentuk undang-undang untuk mengambil sebuah keputusan terkait
pembentukan undang-undang di parlemen atas hak warga negara dan

lingkungan yang baik.

E. Kerangka Teori
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konfigurasi
politik dan produk hukum :

a. Konfigurasi politik demokratis adalah jenis sistem politik yang
memberikan peluang kepada rakyat untuk berpartisipasi secara penuh
dalam pengambilan keputusan kebijakan umum. Partisipasi ini
didasarkan pada mayoritas yang dipilih oleh wakil rakyat dalam
pemilihan berkala yang didasarkan pada kesamaan politik dan dilakukan
dalam lingkungan kebebasan politik. Dalam negara-negara dengan
sistem demokrasi atau strukturnya yang demokratis, terdapat pluralitas
organisasi dan organisasi yang paling penting relatif otonom. Dalam
konfigurasi politik demokratis ini, hubungan antara pemerintah dan
wakil rakyat menunjukkan bahwa rakyat, melalui wakil-wakil mereka,
memiliki kebebasan untuk mengkritik pemerintah®.

b. Konfigurasi politik otoriter merupakan susunan sistem politik yang
memungkinkan negara berperan sangat dominan dan mengambil hampir
semua inisiatif dalam pembuatan kebijakan. Sistem ini ditandai oleh
dorongan dari elite penguasa untuk memaksakan persatuan,

menghilangkan oposisi terbuka, dominasi kepemimpinan negara dalam

4 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, 2020.hal 30.



menentukan kebijakan, serta kontrol politik oleh elite yang berkuasa
secara terus-menerus. Di balik itu semua, terdapat sebuah doktrin yang
membenarkan konsentrasi kekuasaan di tangan mereka”.

c. Produk hukum responsif/populistik adalah produk hukum yang
mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam
proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh
kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya
bersiafat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau
individu dalam masyarakat®.

d. Produk hukum konservatif/ortodoks/eilitis adalah produk hukum yang
isinya lebih mencerminkan visi sosisal elite politik, lebih mencerminkan
keinginan pemerintah, bersifat positivis-instrumentalis, yakni menjadi
alatr pelaksaan ideologi dan program negara. Berlawanan dengan hukum
responsif, hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan
kelompok maupun individu-individu di dalam masyarakat. Dalam

pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil”.

F. Penelitian Yang Relevan

Metode
No | Nama | Judul | Peneliti | Persamaan Perbedaan
an

1. | Erwin | Politik Yuridis- | Membahas | Produk hukum
Syahr | Hukum | normati | tentang yang ditolak
uddin | Penguas | f politik ternyata ada
dan aan hukum, pembangkangan
Emild | Pertamb undang- konstitusi
a angan undang namun
Yofita | Mineral minerba pemerintah

> Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia.hal.30.
6 Jbid, hal.31.
7 Ibid,. hal.32.



Dan tentang justru
Batubara pengambila | memulusksan
Di n Undang-undang
Indonesi kewenangan | minerba untuk
a daerah ke | kepentingan
pemeriintah | oligarki
pusat

2. | Fina Politik Studi Politik Disharmonisasi
Ennan | Hukum | pustaka | hukum, aturan
drianit | Pertamb | - Mencabut perundang-

a, angan deduksi | kewenangan | undangan
Ishary | Mineral pemerinntah | sektoral
anto, | Dan daerah (Undang-
dan I | Batubara terkait Undang Nomor
Gusti | Saat perizinan 4 Tahun 2009
Ayu Berlaku pertambang | tentang
Ketut | Undang- an mineral | Pertambangan
Rach | Undang dan Mineral dan
mi Nomor batubara Batubara) yang
Handa | 23 Tahun kontradiktif
yani 2014 dengan
Tentang UndangUndang
Pemrinta Nomor 23
han Tahun 2014
Daerah’ tentang
Pemerintahan
Daerah,

3. |FX Laporan | Yuridis- | Membahas | Politik hukum
Sumar | Penelitia | Normat | tentang pengelolaan
ja, n Politik | if perusahaan | pertambangan
Muha | Hukum tambang berdasarkan
mmad | Pengelol wajib undang-undang
Akib, | aan melakukan | cipta kerja
Desm | Pertamb semua arahnya  lebih
an angan kegiatan condong pada
Diri Berdasar Reklamasi | pertumbuhan
Satria | kan dan ekonomi
wan Undang- Kegiatan sebagai titik

Undang Pasca sentral dengan
Cipta tambang cara
Kerja'” sekaligus memberikan

8 Erwin Syahruddin dan EMILDA YOFITA, “Politik Hukum Penguasaan Pertambangan Mineral

Dan Batubara Di Indonesia,” Palar | Pakuan Law Review, 6.1 (2022).

° Fine Ennandrianita, , Isharyanto, dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, “Politik Hukum
Pertambangan Mineral Dan Batubara Saat Berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah,” Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 6.2 (2018).

1 F X Sumarja dan M Akib, Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Berdasarkan Undang

Undang Cipta Kerja, 2022.




menyetor kemudahan dan
dana insentif kepada
jaminan investor sebagai
Reklamasi | pelaku usaha
dan Pasca
tambang.
Meskipun
terdapat
aturan fakta
di lapangan
masih saja
banyak
terjadi
pelanggaran
berupa
lubang-
lubang
bekas
tambang
dibiarkan
terbuka dan
menjadi
danau
raksasa
yang
menelan
korban jiwa.
Undang-
undang
cipta kerja
bukannya
memperkuat
pengaturan
justru
membebask
an
kewajiban
perusahaan
dalam
perbaikan
lahan bekas
tambang

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian

sebelumnya. Misalnya, penelitian oleh Erwin Syahruddin dan Emilda Yofita



(2020) lebih menyoroti aspek politik hukum dalam penguasaan
pertambangan dan mengkritisi pembentukan Undang Undang Minerba dari
sudut pandang adanya pembangkangan konstitusi oleh pemerintah.
Demikian pula, penelitian oleh Fina Ennandrianita dkk. (2018)
menitikberatkan pada disharmoni antara Undang Undang Minerba dan
Undang Undang Pemerintahan Daerah, tanpa membahas secara mendalam
dampak konfigurasi politik terhadap karakter hukum yang dihasilkan.
Sementara itu, laporan FX Sumarja dkk. (2022) lebih fokus pada analisis
kebijakan lingkungan dalam Undang Undang Cipta Kerja dan tidak

menyoroti konfigurasi politik sebagai variabel utama.

Penelitian ini berbeda karena secara eksplisit mengkaji hubungan antara
konfigurasi politik—dalam hal ini kecenderungan otoriter pada saat
pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020—dengan karakter
produk hukum yang dihasilkan, serta menganalisis akibat hukumnya
terhadap prinsip desentralisasi dan tata kelola pertambangan di daerah.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini memadukan analisis
normatif dengan teori konfigurasi politik dan karakter hukum menurut
Mahfud MD, yang belum secara komprehensif dilakukan dalam penelitian-
penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan
kontribusi orisinal dalam mengungkap dampak konfigurasi politik terhadap
pembentukan hukum yang elitis dan sentralistik serta dampaknya terhadap

pelemahan demokrasi hukum dan otonomi daerah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian



Penelitian ini menggunakan metode Yuridis-Normatif karena sangat
cocok untuk membahas tentang hukum sebagai norma, aturan, asas, dan
teori. Kajian ini bermaksud untuk menganalisis serta mengintepretasi hukum
secara teoritis berdasarkan sumber-sumber hukum, serta penafsiran terhadap
norma-norna yang berlaku. Beberapa karakteristik dari jenis penelitian
Yuridis-Normatif ini anatara lain: Kajian Teoritis, Tidak berdasarkan empiris,
Sumber Kepustakaan, Analisis, Teks Hukum, Pendekatan Deduktif!!.

Kegunanan metode penelitian normatif ini dalam sebuah penelitian
dilatarbelakangi oleh kesesuaian metode dengan teori yang diperlukan.
Penelitian kasus hukum yang bersifat teoritis dan konseptual, pendekatan
Yuridis-Normatif memberikan kesempatan bagi penulis untuk menganalisis
hukum secara mendalam, mendiskusikan aspek teoritisnya, dan menyusun
argumen berdsaarkan analisis dokumen hukum. Jenis penelitian Yuridis-
Normatif ini sangat relevan untuk meneliti hukum'?

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah
regulasi maupun peraturan peundang-undangan yang hubungannya dengan
masalah yang diteliti. Pendekatan perundang-undangan atau statute
approach, dapat disebut sebagai pendekatan yuridis yang memberi peluang
bagi peneliti untuk memeriksa apakah ada kesesuaian antara undang-undang
yang satu dengan yang lainnya'>.

Pendekatan konseptual atau conseptual approach adalah pendekatan

yang dilakukan sebab belum ada aturan hukum dengan masalah yang

1 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Raja Grafindo Persada, 2007). hal 27.
12 Ibid., hal 27
13 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (2016). Hal.132
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dihadapi. Pendekatan konseptual bersumber dari pandangan-pandangan

ilmu hukum dan berasal dari doktrin-doktrin ilmu hukum. Pendekatan

historis karena nantinya akan menunjukkan sejarah dari masing-masing

pengujian undang-undang'®.

Pendekatan sejarah hukum, merupakan penelaan yang menitik beratkan

pada suatu sejarah hukum masa lalu, kemudian perkembangan masa kini

dan antisipasi masa yang akan datang'>.

3. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber

bahan hukum sekunder yang dibagi antara bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder. Berikut bahan hukumnya :

a. Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-

undangan, yakni sebagai berikut :

1.

2.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nonor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara sebelum diubah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018

tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23

4Ibid,. hal. 132.
15 Meray Hendrik Mezak, “Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum,” Law
Review, 5.3 (2006), hal. 85-97.
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Tahaun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara.

6. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 37/PUU-XIX/2021
berkaitan dengan perlindungan hukum hak konstitusional warga
negara atas lingkungan hidup.

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diambil dari teori-teori,
pendapat hukum, dan doktrin-doktrin yang ditemukan dalam artikel
ilmiah, hasil penelitian, skripsi, jurnal, dan sumber lainnya. Semua ini
berkaitan dan membantu peneliti mendapatkan data yang diperlukan,
serta digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Peneliti dalam pengumpulan bahan hukum melakukan beberapa langkah
yaitu dengan inventarisasi, sistematisasi, dan klasifikasi atau kategorisasi.
Mengumpulkan literatur yang relevan dan peraturan perundang-undangan
merupakan langkah inventarisasi. Sistematisasi berarti menyusun secara
sistematis. Pengelompokan bahan hukum dan norma hukum atau perundang-
undangan yang sesuai adalah langkah klasifikasi atau kategorisasi bahan
hukum untuk menghasilkan penelitian yang objektif dan akurat.
5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis sumber bahan hukum yang dipakai yakni analisis

preskriptif dengan menggunakan logika penalaran deduktif yaitu menarik

kesimpulan dari umum ke khusus untuk mencari kebenaran. Intinya pola

16 Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris
(Kencana, 2016).hal. 319
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penalaran deduktif ini adalah dari renungan konseptual atau teoritis
kemudian mengamati emprise dari referensi itu melakukan hipotesis serta
pengukuran sebagai sarana pembuktian konsep dan teori'”.

6. Sistematika Penulisan

Dalam rencana penelitian ini, penyusunan akan dilakukan secara lebih
komprehensif dan disajikan dengan variasi yang lebih beragam dalam bentuk
karya ilmiah skripsi. Skripsi ini akan terdiri dari lima bab. Setiap bab akan
dirinci lebih lanjut dengan sub-bab, sehingga skema tersebut akan
menggambarkan bagian-bagian dari pokok pikiran utama. Penjelasan lebih
lanjut akan diuraikan oleh penulis dalam paragraf-paragraf berikut.

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi pendahuluan yang memuat tentang
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,
penelitian yang relevan, kerangka teori, metodologi penelitian, dan
sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritis, bab ini berisi landasan teoritis yang
memaparkan teori atau konsep yang berkaitan dengan pembahasan
penelitian.

BAB III Pembahasan rumusan masalah [

BAB IV Pembahasan rumusan masalah 11

BAB V Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan yang merupakan sebuah
rangkaian konsistensi dari rumusan masalah dan analisis dari bab
sebelumnya, serta saran-saran bagi para penulis dan pihak-pihak yang

terkait.

17 Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Peneltian Hukum : Filsafat, Teori, Dan Praktik, 1st
edn (Rajawali Press); Rijadi, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, konfigurasi politik dalam pembentukan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menunjukkan kecenderungan
otoriter. Hal ini ditandai dengan dominasi kekuasaan eksekutif, minimnya partisipasi
publik, dan pengesahan undang-undang yang dilakukan secara cepat tanpa dialog
terbuka yang memadai. Karakter produk hukum yang dihasilkan bersifat ortodoks dan
elitis, ditandai dengan sentralisasi kewenangan, substansi hukum yang positivistik-
instrumentalis, serta norma-norma yang multitafsir. Undang Undang Minerba lebih
banyak merepresentasikan kepentingan korporasi besar dan elit politik dibandingkan
dengan perlindungan terhadap masyarakat lokal dan lingkungan, sehingga bertolak
belakang dengan prinsip demokrasi dan desentralisasi yang seharusnya dijunjung tinggi

dalam sistem hukum Indonesia.

Akibat hukum dari konfigurasi politik dan karakter hukum yang demikian tampak
dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah melemahnya posisi pemerintah daerah
dalam tata kelola pertambangan, karena kewenangan pengawasan dan perizinan
sepenuhnya ditarik ke pusat. Selain itu, proses legislasi yang eksklusif dan tidak
partisipatif mempersempit ruang demokrasi hukum dan membuka peluang bagi konflik
agraria serta kerusakan lingkungan akibat eksploitasi tambang yang tidak terkendali.
Pengabaian terhadap hak masyarakat hukum adat dan minimnya mekanisme

akuntabilitas terhadap perusahaan tambang menambah potensi ketimpangan sosial dan

75
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ekologis di daerah penghasil tambang. Oleh karena itu, revisi terhadap Undang Undang

Minerba perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih demokratis, partisipatif, serta

berorientasi pada keadilan sosial dan ekologis sesuai amanat konstitusi.

B. Saran

1.

Disarankan kepada pembentuk undang-undang, dalam hal ini Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan pemerintah pusat, untuk lebih mengedepankan prinsip
partisipasi publik yang bermakna dalam setiap tahapan pembentukan undang-
undang, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya alam strategis seperti
sektor pertambangan. Proses legislasi atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang minim keterlibatan
publik telah menimbulkan kritik luas dari berbagai elemen masyarakat, dan
memperlihatkan karakter produk hukum yang ortodoks dan elitis. Untuk
mencegah terulangnya fenomena serupa, maka keterlibatan masyarakat sipil,
akademisi, komunitas adat, dan pemerintah daerah harus diakomodasi secara
formal dan substansial dalam proses legislasi yang akan datang.

Disarankan kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM), agar dalam pelaksanaan kewenangannya pasca
sentralisasi izin pertambangan tetap menjunjung tinggi asas keadilan ekologis
dan keadilan sosial. Meski kewenangan perizinan ditarik ke pusat, namun
pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga keterlibatan daerah,
utamanya dalam fungsi pengawasan dan penegakan hukum atas dampak sosial
dan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan. Penguatan

sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan
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implementasi undang-undang yang efektif, adil, dan berpihak pada kepentingan
rakyat.

. Disarankan kepada masyarakat sipil, LSM lingkungan, dan organisasi
masyarakat adat untuk terus mengawal proses legislasi dan implementasi
kebijakan di sektor pertambangan dengan cara-cara konstitusional. Keterlibatan
masyarakat sebagai elemen pengontrol sosial harus ditingkatkan melalui forum-
forum diskusi, judicial review, maupun advokasi kebijakan. Upaya ini penting
untuk menjaga agar kebijakan publik tetap berorientasi pada perlindungan hak-
hak masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, dan pemenuhan hak

konstitusional atas ruang hidup yang sehat.
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